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Abstract

Local community has a great involvement as one of stakeholder in coastal
management so it’s necessary to know their understanding of Integrated Coastal Zone
Management concept. The objectives of this study were: 1) to describe the community
understanding of Integrated Coastal Zone Management, 2) to know the sector that has the
greatest role in Samas Area, 3) to know the problems and issues concerning the environment
contained in Samas Area, and 4) to know the policies which have implemented in Samas
Coastal Zone.

The method that used in this study is a survey method which is done in qualitative
manner with purposive sampling technique. The results of this study indicate that the majority
of local community doesn’t understand the meaning of Integrated Coastal Zone Management.
The management of Samas Coastal Zone is still not considered to be integrated because all
elements are not fully implemented yet, both elements of stakeholders, sectors,
environmental, and scientific disciplines.

Keywords : Integrated Coastal Zone Management, Local Community Understanding,
Stakeholders, Samas Area

Abstrak

Masyarakat lokal sebagai salah satu pelaku dalam pengelolaan memiliki keterlibatan
yang besar maka perlu diketahui pemahaman mereka terhadap konsep Pengelolaan Kawasan
Kepesisiran Terpadu. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan pemahaman
masyarakat lokal terhadap konsep Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Terpadu, 2) untuk
mengetahui sektor yang memiliki peran terbesar dalam Pengelolaan Kawasan, 3) untuk
mengetahui permasalahan dan isu-isu lingkungan yang terdapat di Kawasan Samas, dan 4)
untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan di Kawasan Samas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan
secara kualitatif dengan pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sebagain besar masyarakat lokal belum memahami maksud
dari konsep Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Terpadu. Pengelolaan Kawasan Samas
dianggap masih belum terpadu karena seluruh unsur yang ada belum diterapkan secara utuh,
baik unsur multipihak, sektor, lingkungan, maupun disiplin ilmu.

Kata kunci : Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Terpadu, Pemahaman Masyarakat Lokal,
Stakeholder, Kawasan Samas



PENDAHULUAN

Kekayaan sumberdaya kepesisiran
sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk
memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.
Namun seiring berjalannya  waktu,
pemanfaatan  sumberdaya  kepesisiran
menjadi semakin tak terkendali. Hal ini
salah satunya disebabkan oleh kurangnya
wawasan lingkungan pada masyarakat
serta  belum  adanya  keterpaduan
pengelolaan.

Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu  (Integrated  Coastal — Zone
Management) merupakan salah satu
konsep pengelolaan wilayah kepesisiran
yang diartikan sebagai sarana pengelolaan
holistik yang bekerja lintas sektor, lintas
disiplin, dan dibatasi kelembagaan. Konsep
tersebut juga merupakan proses bertahap
dan kontinyu untuk mencapai tujuan dan
sasaran dengan menggunakan keputusan
tertentu yang membutuhkan keterpaduan
sumberdaya, penggunaan, permasalahan,
dan sarana. Tujuan akhir dari Konsep
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Secara
Terpadu tersebut adalah untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kawasan Samas merupakan salah
satu kawasan kepesisiran di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang berpotensi
untuk  dikembangkan. Kawasan ini
merupakan salah satu objek tujuan wisata
dengan berbagai aktivitas manusia dan
kegiatan/sektor di dalamnya. Banyaknya
kegiatan manusia di wilayah tersebut
memberikan dampak positif sekaligus
dampak negatif bagi kawasan kepesisiran.
Kondisi lingkungan di Kawasan
Kepesisiran Samas cenderung berubah
menjadi semakin parah pada saat ini. Hal
tersebut  senada dengan  terjadinya
fenomena abrasi yang cukup parah pada
tanggal 29 Juni 2013 yang mengakibatkan

lumpuhnya beberapa kegiatan sektor
ekonomi yang ada (bpbd.bantul.kab.go.id).

Tindakan masyarakat yang dianggap
kurang berwawasan lingkungan
menunjukkan  adanya  ketidaksamaan
persepsi tentang tindakan pengelolaan
kawasan kepesisiran. Masyarakat lokal
sebagai salah satu pelaku dalam
pengelolaan kawasan kepesisiran memiliki
keterlibatan yang besar maka perlu
diketahui pemahaman mereka terhadap
konsep Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu. Pemanfaatan sumberdaya secara
berkelanjutan oleh multipihak
(stakeholders) di kawasan kepesisiran
termasuk akan sangat bergantung pada
pemahaman  dari  isu-isu  wilayah
kepesisiran dan ilmu pengetahuan untuk
memberikan masukan bagi kebutuhan
informasi dalam pengelolaannya.
Pemahaman ini seharusnya tumbuh dari
para pengguna wilayah kepesisiran (Jati,
2012).

Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu untuk Kawasan Samas
memerlukan  dukungan dari  setiap
kegiatan/sektor yang berkembang di
kawasan tersebut. Kegiatan/sektor ini akan
mengindikasikan  adanya  pengelolaan
kawasan kepesisiran secara terpadu.
Kegiatan  saling bersinergi  tersebut
merupakan salah satu bentuk dukungan
terhadap pengelolaan kawasan kepesisiran
secara terpadu. Selain itu, kegiatan tersebut
mencakup aspek ekologi, sosial, dan
ekonomi sehingga mampu memberikan
dampak positif terhadap perkembangan
kawasan kepesisiran yang ada.

Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu mengkaji mengenai dampak
buruk kegiatan multipihak maupun sektor
terhadap lingkungan kepesisiran tersebut.
Dampak buruk tersebut mengakibatkan
adanya permasalahan mengenai
lingkungan yang ada. Di Kawasan Samas
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sendiri, kondisi lingkungan kepesisiran
yang ada cenderung mengalami penurunan
kualitas dari waktu ke waktu. Penurunan
kualitas lingkungan tersebut berpotensi
untuk menjadi semakin buruk apabila tidak
dilakukan upaya tertentu untuk
menanggulangi oleh para pihak yang
berkaitan dengan pengelolaan Kawasan
Samas. Kondisi lingkungan tersebut juga
berkaitan ~ dengan  kebijakan  yang
diterapkan di kawasan tersebut. Kebijakan
yang diterapkan di kawasan kepesisiran
yang dimaksud dalam hal ini adalah
kebijakan  yang  berkaitan  dengan
pengelolaan Kawasan Samas, baik dalam
cakupan wilayah mikro maupun makro.
Kondisi lingkungan yang relatif buruk
akan mencerminkan bentuk kebijakan yang
diterapkan di wilayah tersebut.

Tema dan judul yang diangkat
dalam penelitian ini berkaitan dengan
Pengelolaan Kawasan Terpadu. Tema dan
judul tersebut diangkat dengan alasan
karena sesuai dengan kondisi dan isu-isu
lingkungan di Kawasan Samas pada saat
ini. Selain itu, permasalahan kawasan
pesisir yang terjadi tersebut memerlukan
adanya keterpaduan antara berbagai hal,
seperti keterpaduan pemahaman berbagai
pihak, keterpaduan kegiatan, keterpaduan
lingkungan maupun keterpaduan peraturan
yang berlaku di wilayah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai untuk:

1. mendeskripsikan pemahaman
masyarakat lokal terhadap konsep
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu

2. mengetahui  jenis sektor yang
mempunyai peran terbesar dalam
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu

3. mengetahui permasalahan dan isu-isu
mengenai lingkungan yang terdapat
di Kawasan Samas

4. mengetahui kebijakan yang
diterapkan di Kawasan Samas

Menurut Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
wilayah pesisir adalah daerah peralihan
antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di
laut. Kawasan pesisir dapat diartikan
sebagai bagian dari wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi
tertentu  yang ditetapkan berdasarkan
kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial,
dan  ekonomi untuk dipertahankan
keberadaannya. Dalam penelitian ini,
kawasan kepesisiran yang menjadi objek
kajian adalah meliputi wilayah Dusun
Ngepet, baik yang memiliki pengaruh
secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pengelolaan Kawasan Samas.
Cakupan Kawasan Samas dalam penelitian
ini juga meliputi kawasan Pantai Samas
yang dianggap mempunyai Kketerkaitan
besar dalam hal pengelolaan kawasan
kepesisiran secara keseluruhan.

Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu yang dalam istilah asing dikenal
dengan  Integrated  Coastal  Zone
Management (ICZM) merupakan suatu
proses pengelolaan yang kontinyu dan
dinamis, serta  dapat menyarankan
peraturan, strategi dan kebijakan yang
sesuai untuk pengelolaan wilayahnya.
Selain itu, ICZM merupakan suatu konsep
pengelolaan yang mampu meminimalisasi
biaya, kerusakan lingkungan serta mampu
mengambil penggunaan yang paling
efisien (Ramesh dan Vel, 2011). Menurut
Keputusan Menteri Departemen Kelautan
Perikanan (2002), ICZM dapat diartikan
sebagai  suatu  proses  pengelolaan
sumberdaya alam pesisir dan jasa
lingkungan yang mengintegrasikan antara
kegiatan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat, perencanaan horizontal dan
masyarakat, perencanaan horizontal dan
vertikal, ekosistem darat dan laut, sains
dan manajemen sehingga pengelolaan
sumberdaya tersebut berkelanjutan dan
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dapat meningkatkan
masyarakat sekitarnya.

kesejahteraan

Dalam mewujudkan ICZM
diperlukan adanya pendekatan yang
komprehesif melalui sistem koordinasi,
kooperasi, dan konsultasi antara pihak
terkait yang berkepentingan dalam wilayah
pesisir atau multipihak (stakeholders).
Yang dimaksud dengan multipihak adalah
pelaku/pengelola dan pengguna dari
sumberdaya pesisir. Dalam penelitian ini
multipihak  yang dimaksud meliputi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas
atau instansi, serta masyarakat lokal.
Multipihak yang dipilih sebagai objek
utama dalam penelitian ini adalah
masyarakat lokal. Hal ini berkaitan dengan
pertimbangan terhadap tingginya intensitas
interaksi  masyarakat lokal kawasan
kepesisiran akibat dari lokasi tempat
tinggal masyarakat tersebut yang relatif
dekat.

Menurut Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007, pengertian masyarakat
lokal yang dimaksud adalah kelompok
masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai
nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak
sepenuhnya bergantung pada sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
Masyarakat lokal yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah penduduk yang
bertempat tinggal di Kawasan Samas yang
melakukan  sebagian besar kegiatan
pemenuhan kebutuhan hidup di kawasan
tersebut. Pemahaman masyarakat lokal
yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa
pengetahuan atau kemampuan masyarakat
lokal dalam menerima suatu hal. Penelitian
ini membatasi pemahaman masyarakat
lokal tersebut sebagai pemahaman konsep
pengelolaan pesisir secara terpadu yang
dapat diterima oleh masyarakat sesuai
dengan kemampuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini
merupakan  penelitian  yang  bersifat
kualitatif. Dalam penelitian ini data diolah
dan disajikan secara deskriptif. Metode
yang digunakan untuk memperoleh data
adalah metode survei kualitatif. Metode
tersebut dipilih dengan alasan karena
penelitian  yang  dilakukan  bersifat
menyeluruh serta terdapat interaksi secara
langsung antara variabel pada objek
penelitian tersebut. Selain itu, penelitian
yang dilakukan lebih menekankan pada
proses dari penelitian itu sendiri. Metode
survei merupakan metode penelitian yang
menerapkan pengamatan langsung
terhadap objek yang akan dikaji di
lapangan atau wilayah kajian. Menurut
Effendi dan Tukiran (2012), penelitian
survei  merupakan  penelitian  yang
mengambil dan menggunakan sampel dari
suatu  populasi  serta  menggunakan
kuesioner  sebagai  instrumen  untuk
mendapatkan data pokok.

Penentuan sampel  dilakukan
melalui teknik purposive sampling yaitu
penentuan sampel yang didasarkan pada
tujuan penelitian tertentu. Penentuan
sampel  tersebut dilakukan  dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007).
Pertimbangan yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  jenis  mata
pencaharian masyarakat lokal. Teknik
penentuan sampel jenis ini bertujuan untuk
mendapatkan data yang bersifat spesifik
sehingga data yang diperoleh tersebut lebih
efektif untuk kemudian diolah lebih lanjut.
Melalui teknik penentuan sampel ini maka
secara langsung populasi yang digunakan
juga akan terarah dan terpilih. Unit analisis
yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi populasi tiap-tiap multipihak.
Sedangkan untuk sampel responden yang
digunakan adalah individu dari setiap
kelompok multipihak tersebut. Sampel
responden diambil dengan memfokuskan
sasaran pada masyarakat lokal (penduduk)
yang tinggal di kawasan kepesisiran



tersebut melalui kuesioner serta melalui
wawancara mendalam terhadap key person.

Sampel responden dengan sasaran
masyarakat lokal (penduduk) diambil
sebanyak 37 sampel dari seluruh wilayah
RT yang ada. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan karena jumlah masyarakat
lokal (penduduk) secara keseluruhan yang
ada sangat banyak sehingga dilakukan
pembatasan  pengambilan  responden.
Pengambilan sampel sebanyak 37 ini
didasarkan pada teori yang menyatakan
bahwa sampel minimal 30 merupakan
sampel yang dianggap memiliki distribusi
normal untuk populasi yang dianggap
cenderung bersifat homogen. Sampel yang
diambil dalam penelitian ini ditentukan
dengan mempertimbangkan jenis mata
pencaharian penduduk yang ada dan juga
kejenuhan data yang  dikumpulkan.
Menurut Roscoe (1975, dalam Sekaran,
2006), pengambilan sampel lebih dari 30
dan kurang dari 500 adalah tepat untuk
kebanyakan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman  Masyarakat terhadap
Konsep Pengelolaan Kawasan

Kepesisiran Terpadu

Apabila dilihat secara keseluruhan
dari informasi hasil penelitian yang ada
diketahui bahwa sebagian besar
masyarakat lokal belum memahami
maksud dari konsep Pengelolaan Kawasan
Kepesisiran Terpadu. Hal ini terlihat dari
pemahaman yang disampaikan oleh
masyarakat tersebut belum sesuai dengan
acuan teori yang ada serta hanya sebesar
21,6% atau hanya sebanyak 8 responden
dari total 37 responden (Tabel 1) yang
mampu menjawab pertanyaan wawancara.
Masyarakat cenderung hanya memahami
konsep tersebut secara tidak utuh.
Masyarakat lokal pada umumnya akan
lebih mudah untuk memahami suatu
fenomena yang secara nyata terjadi dan
terdapat di sekitarnya. Masyarakat lokal

tersebut juga relatif sulit untuk memahami
sebuah konsep Pengelolaan Kawasan
Kepesisiran Terpadu apabila  hanya
disampaikan sebatas teori saja tanpa ada
tindakan nyata.

Tnsar Frekuensi

Keterpaduan Paham | % | Sebagian | % Tidak %
Paham

Pemahaman
Konsep
Pengelolaan ] 0% 8 21.6% 29
kawasan pesisir
secara terpadu

78.4

Tabel 1. Analisis Konsep Keterpaduan Unsur
Multipihak (n=37)

Selain itu, pemahaman masyarakat
lokal akan maksud dari  konsep
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Secara
Terpadu dalam penelitian ini cukup
bervariasi.  Bervariasinya = pemahaman
masyarakat yang dapat dihimpun dalam
penelitian ini juga menunjukkan bahwa
setiap masyarakat memiliki perbedaan
persepsi dan cara pandang dalam
menghadapi suatu keadaan. Hal ini tentu
saja berkaitan dengan kehidupan mereka
sehari-hari, baik tentang mata pencaharian,
kondisi lingkungan sosial sekitar, hingga
pengaruh dari pihak pemerintah dan pihak
lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan kawasan kepesisiran dianggap
memiliki keterkaitan dengan pemahaman
masyarakat tersebut terhadap konsep
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Terpadu. Kondisi yang ada menunjukkan
bahwa sebagian besar masyarakat yang
dijadikan sebagai sampel mengaku tidak
memiliki  keterlibatan dalam kegiatan
pengelolaan kawasan kepesisiran yang ada.
Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar
1 yang menunjukkan bahwa sebanyak 54%
responden mengaku tidak terlibat dalam
kegiatan pegelolaan Kawasan Kepesisiran
Samas. Keterlibatan yang dimaksud dalam
hal ini adalah keterlibatan dalam bentuk
sumbangan tenaga ataupun ide dalam
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penyelenggaraan  kegiatan  pengelolaan
Kawasan Kepesisiran Samas. Masyarakat
lokal yang tidak memiliki keterlibatan
dalam pengelolaan Kawasan Kepesisiran
Samas tersebut merupakan masyarakat
yang terdistribusi dalam beberapa wilayah
RT (tidak terpusat dalam salah satu
wilayah RT).

m terlibat

u tidak terlibat

Gambar 1. Persentase Keterlibatan Masyarakat
Dalam Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Samas
(n=37)

Namun, di sisi lain sebagian besar
stakeholder lain, yaitu pemerintah daerah
serta  SKPD lainnya, telah memahami
maksud dari konsep pengelolaan pesisir
terpadu meskipun belum dipahami secara
utuh.

Peran Sektor terhadap Pengelolaan
Kawasan Kepesisiran

Kegiatan/sektor ~ yang  dianggap
memiliki peran terbesar oleh masyarakat
lokal adalah pertanian yaitu sebesar 83%
(Gambar 2). Informasi yang diperoleh dari
masyarakat menjelaskan bahwa
kegiatan/sektor pertanian memiliki peran
terbesar karena mampu memberikan
dampak positif secara nyata terhadap
kehidupan masyarakat lokal tersebut.
Kegiatan/sektor pertanian mampu
menyerap tenaga kerja petani yang
merupakan masyarakat lokal setempat dan
mampu berkembang dalam kegiatan
budidaya pertanian lahan pasir. Hal
tersebut dirasakan sangat bermanfaat oleh
masyarakat lokal.

W perkanian
o perikanan
# perdagangan

W pariwisata

Gambar 2. Persentase Peran Kegiatan/Sektor Dalam
Pengelolaan Kawasan Kepesisiran Samas
Berdasarkan Informasi Responden (n=37)

Masyarakat lokal yang dijadikan
responden  memahami  peran  suatu
kegiatan/sektor dalam pengelolaan
Kawasan Samas sebagai suatu sumbangan
atau dampak positif yang dapat dirasakan
oleh masyarakat lokal tersebut dan
lingkungan. Hal tersebut juga didukung
oleh pendapat key person yang sebagian
besar menyatakan bahwa kegiatan/sektor
yang memiliki peran terbesar dalam
pengelolaan Kawasan Samas saat ini
adalah pertanian. Kegiatan/sektor pertanian
dianggap sangat  potensial  untuk
dikembangkan karena hasil dari
kegiatan/sektor tersebut cukup besar dan
lahan pasir yang digunakan juga berpotensi
untuk dikembangkan secara lebih luas.
Isu-Isu Permasalahan Lingkungan

Kondisi Kawasan Kepesisiran Samas
pada saat ini sangat identik dengan
budidaya tanaman hortikultura yang
dikembangkan di lahan pasir Kawasan
Samas (Gambar 3). Banyak masyarakat
yang melakukan alih pekerjaan menjadi
petani lahan pasir, baik sebagai pekerjaan
utama maupun pekerjaan sampingan.

Sebagian besar permasalahan
lingkungan yang terjadi di Kawasan Samas
merupakan permasalahan lingkungan fisik.
Sebagian besar permasalahan lingkungan
fisik  tersebut terjadi di  kawasan
kepesisiran bagian selatan yaitu di sekitar
permukiman pantai (Gambar 4). Hal
tersebut menunjukkan bahwa terjadi
penurunan kualitas lingkungan di sebagian
Kawasan Samas, terutama di bagian
selatan kawasan. Hal tersebut juga
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dipengaruhi  oleh  kondisi  kawasan
kepesisiran bagian selatan yang merupakan
objek wisata pantai sehingga muncul
anggapan bahwa banyak pengunjung
pantai yang  kurang  berwawasan
lingkungan. Selain itu juga didukung oleh
masyarakat yang tinggal di permukiman
tepi pantai, yang sebagian besar
merupakan pendatang, kurang memiliki
kesadaran akan kelestarian lingkungan.

Penerapan Kebijakan dalam
Pelaksanaan  Pengelolaan Kawasan
Samas

Kebijakan yang diterapkan dalam
pengelolaan Kawasan Samas secara umum
cukup baik yang ditunjukkan dengan
beberapa kegiatan dan produk pengelolaan
oleh pemerintah daerah dan SKPD seperti
sosialisasi penanggulangan abrasi oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
dan RPJMD oleh BAPPEDA. Beberapa
kebijakan = yang  berkaitan = dengan
pengelolaan kawasan kepesisiran Samas
adalah sebagai berikut:

a. UU No 25 tahun 2004
b. UU No 24 tahun 2007
c. UU No 26 tahun 2007
d. UU No 27 tahun 2007 dan Perda
RTRW No 1 tahun 2014
e. Perda RTRW Kab. Bantul No 4
tahun 2011
Analisis Konsep Keterpaduan Dalam
Pengelolaan Kawasan Samas

Berdasarkan  analisis  terhadap
keempat  unsur  keterpaduan  yang
digunakan sebagai acuan dalam penelitian
ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan
pengelolaan Kawasan Samas dianggap
masih belum mencapai kondisi terpadu
karena seluruh unsur yang ada belum
diterapkan secara terpadu, baik unsur
multipihak, sektor, lingkungan, maupun
unsur disiplin ilmu. Meski demikian,
dalam proses perencanaan mengelola
Kawasan Samas, key person menyatakan
bahwa telah dilakukan koordinasi dan kerja
sama dalam perencanaannya. Namun

dalam pelaksanaannya di lapangan masih
belum dianggap terpadu akibat kurangnya
koordinasi dan kerja sama antara unsur-
unsur yang ada.
Harapan Multipihak
a. Pemerataan
Antarsektor
b. Pengurangan Permasalahan Prostitusi
di Kawasan Samas
c. Koordinasi Pelaksanaan Program
Tiap Sektor
d. Keseimbangan Antarmasyarakat dan
Lingkungan
e. Pendampingan terhadap Masyarakat

Kemakmuran

KESIMPULAN
1. Pemahaman masyarakat terhadap
konsep Pengelolaan Kawasan
Kepesisiran Terpadu beragam dan
sebagian besar responden dianggap
belum mengetahui maksud dari

konsep pengelolaan kawasan
kepesisiran yang dilakukan secara
terpadu.

2. Kegiatan/sektor yang memiliki peran
terbesar dalam pengelolaan Kawasan
Samas adalah pertanain.

3. Terdapat berbagai permasalahan
lingkungan akibat masih terbatasnya

kesadaran masyarakat akan
kelestarian lingkungan serta
kurangnya sosialisasi dari

pemerintah daerah.

4. Kebijakan sudah dipersiapkan secara
komprehensif dan cukup baik
diterapkan oleh pemerintah daerah
dan SKPD di bawahnya, namun

sosialisasi kebijakan tersebut
terhadap masyarakat masih sangat
kurang.
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Gambar 3. Peta Peruntukan Kawasan Samas
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Gambar 4. Peta Sebaran Permasalahan Lingkungan Kawasan Samas



